
r 1092); 

2. Uridrg-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
o,,....,... 0..-,+11ln:1n P,=,,r~t11nm Perundanz-undangan (Lembaran 

g. 

Dal 

1. Mengingat g-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang 
Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten 

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara 

aran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 

Lembaran Negara Republik Indonesia 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan 

Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang, 

enetapkan Peraturan Bupati Deli Serdang tentang 

kan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli 

Serdang. 

b. bahw4 untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas, 

maka / . perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Kedu1ukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli 

UPATIDELISERDANG, 

HMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 

KEDUDUKAN, SUS NAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 
SERTA TATA K RJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 

UPATEN DELI SERDANG 

TEN TANG 

BUPATIDELISERDANG 
I 

PROrNSI SUMATERA UTARA 

PERAT RANBUPATIDELISERDANG 
N I MOR 12 TAHUN 2020 



Tahu 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan 

Peran~at Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 

3 Tahun 2016). 

8. 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

52340); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Nelara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nfmor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

4. Undan~/undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerirl~ahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah 4iubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 

Undan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas U dang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemeri tahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indone ia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peratu an Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perang at Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republ'k Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 

diub dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2019 ten tang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Repub ik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lemb an Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

6. Peratu an Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Satu Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik 

sia Tahun 2018 Nomor 72); 

7. an Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 
g Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi 

g Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

omor 590); 
ran Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 



Pemeriftah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyeljnggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksinaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenrgan daerah otonom. 

3. Bupati/ a~alah Bupati Deli Serdang. 
4. Sekretjris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Deli S,rdang. 
5. Satul Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong 

Praja jabu paten Deli Serdang. 

6. Kepalj Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabu~aten Deli Serdang. 

7. Sekre/aris adalah Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabu~aten Deli Serdang. 

8. Bidanr adalah Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja 
Kabupaten Deli Serdang. 

9. Seksi adalah Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabutaten Deli Serdang. 

10. Sub /1:jagian adalah Sub Bagian pada Satuan Polisi 

Pamorg Praja Kabupaten Deli Serdang. 

1. Daera adalah Kabupaten Deli Serdang. 

2. 

Dalam Per turan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

Pasal 1 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

ORGANISAffl, TOGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA 

SATUAN BOLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN DELI 

SERDANG 

MEMUTUSKAN: 

BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN PERATU Menetapkan 



pemerint an bidang ketentraman dan ketertiban umum 

serta per indungan masyarakat yang menjadi kewenangan 

daerah ian tugas pembantuan yang diberikan kepada 
Kabupaten Deli Serdang. 

(4) Satuan ~olisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang 

membant Bupati Deli Serdang melaksanakan urusan 

( 1) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang 

unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang 

dan ketertiban umum serta perlindungan 

masyarak t yang menjadi kewenangan daerah. 

(2) Satuan Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang 

sebagaim a dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala 

Satuan P1lisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang yang 

berkedud1kan di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Bupati D Ii Serdang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten 

g. 

(3) Satuan Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang 

na dimaksud pada ayat {2) mempunyai tugas 

Pasal 2 

BAB II 

KEDUDUKAN 

satu sama lainnya 

erat untuk 

berlaku 

13. Fungsi idalah kelompok usaha yang 

mempuryai hubungan yang 
menyel [nggarakan tugas pokok. 

alah urusan yang diberikan atau dilimpahkan 

seseorang yang harus dilaksanakan dan 

sesuai dengan ketentuan yang 

12.Tugas 

11. Kelompo Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai 

negeri ipil yang diberikan tugas oleh pejabat yang 

berwenal g dalam pelaksanaan kegiatan yang sesuai 

dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas 
pemerin ahan. 



(5) 

dan Ketertiban Umum pada ayat (1) 

huruf d di~.tas terdiri dari : 

1) Seksi dperasi dan Pengendalian; 

2) Seksi 4erjasama; 

3) Seksi 1engamanan dan Pengawalan. 

Bidang Pjmadam Kebakaran pada ayat ( 1) huruf e diatas 

terdiri da1 : 

1) Seksi f perasional Perna dam Kebakaran; 

2) Seksi~encegahan; 

3) Seksi rnyelamatan. 

(4) 

1) Seksi P mbinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; 

2) Seksi P nyelidik dan Penyidikan; 

3) Seksi I telijen. 

( 1) Susunan O ganisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari : 

a. Kepala 1atuan. 
b. Sekretaf at: 
c. Bidang 'enegakan Peraturan Daerah; 

d. Bidang ' etentraman dan Ketertiban Umum; 

e. Bidang emadam Kebakaran; 

f. Bidang erlindungan Masyarakat; 

g. Kelomp!k J abatan Fungsional. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

diatas terdip dari: 

1) Sub Bagian Umum; 

2) Sub Bakan Keuangan; 

3) Sub Balian Program. 

(3) Bidang Pe egakan Peraturan Daerah pada ayat (1) huruf c 

Pasal 3 

SUSUNAN O GANISASI DAN NOMENKLATUR 

SATU N POLISI PAMONG PRAJA 

BAB III 



(1) Kepala sa1uan merupakan jabatan eselon Ilb atau jabatan 

Pimpinan linggi Pratama; 
(2) Sekretaris merupakan jabatan eselon Illa atau Jabatan 

Administr tor; 

Pasal 6 

BABV 

JAB TAN PERANGKAT DAERAH 

Kepala Satuan, fekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan 

Kepala Seksi, / sesuai dengan tugas dan fungsi dan wajib 

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, membina, 

mengawasi, me~impin, membimbing, mematuhi, menyampaikan 

laporan, bertariggung jawab baik dalam lingkungan masing­ 

masing maupud antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah 

Daerah serta ]engan instansi lain di luar Pemerintah Daerah 

sesuai dengan t gas masing-masing. 

Pasal 5 

BAB IV 

TATA KERJA 

Pasal 4 

Togas Pokok Fu9gsi, Uraian Tugas dan Bagan Struktur Organisasi 

Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum pada 

lampiran I dan II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupat ini. 

(6) Bidang Perli dungan Masyarakat pada ayat (1) huruf f diatas 

terdiri dari : 

1) Seksi Perlindungan Masyarakat; 

2) Seksi Bin~ Potensi dan Kerjasama Masyarakat; 

3) Seksi Mo ilisasi dan Pemberdayaan Masyarakat. 



Dengan berlaku[ya Peraturan Bupati ini, maka Bagian Keempat, 
Paragraf Kelima Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Lampiran VIII 

Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2233 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, S lsunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata 

Kerja Perangk Daerah Kabupaten Deli Serdang dicabut dan 

dinyatakan tida berlaku. 

Pasal 8 

BAB VII 

ETENTUAN PENUTUP 

Sebelum dilaks akan pengangkatan dan pengukuhan, pemangku 

t daerah yang nomenklatur jabatannya berubah 

masih tetap mel sanakan tugas pokok dan fungsi sampai dengan 

diangkat dan dikukuhkan sebagai pemangku jabatan. 

Pasal 7 

BAB VI 
1TENTUAN PERALIHAN 

(3) Kepala Bid g merupakan jabatan eselon IIIb atau Jabatan 

Administrato ; 

(4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan 

struktural e elon IVa atau Jabatan Pengawas. 



DARWIN ZEIN, S.Sos 
Berita Daerah Kabupaten Ifeli Serdang Tahun 2020 Nomor: 12 

Salinan sesuai dengan asl~nya 
KEPALA BAGIAN HUKU 

ERA PERMA~H, ,MM 
NIP. 19710223 199503 2 003 

.~-- 

ttd 

SEKRTETARIS DAERAH 
KABUPATEN DELI SERDA. 

ASHARI TAMBUNAN 

ttd 

BUPATIDELISERDANG 

Ditetapkan di Lubuk Pakam 

pada tanggal 17 Januari 2020 

Diundangkan di Lubuk Pakam 
pada Tanggal 17 Januari 20 0 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati/ ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Deli sbrdang. 

Pasal 9 


